BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka
dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa berdasarkan
Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) yang dibuat dan
ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat
a. Eksekusi putusan pidana penjara dilakukan dengan memasukan
terpidana dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani pidana
penjara

b. Eksekusi putusan pidana bersyarat / percobaan dilakukan dengan
menyerahkan terpidana pada Balai Pemasyarakatan untuk dilakukan
pembinaan

c. Eksekusi putusan pidana denda dilakukan dengan memberi Surat
Tanda Terima Pembayaran denda

d. Eksekusi putusan pidana kurungan dilakukan setelah terpidana selesai
menjalani pidana penjara

e. Eksekusi putusan pidana uang pengganti dilakukan dengan memberi
Surat Tanda Terima Pembayaran uang pengganti

f. Eksekusi putusan barang bukti



1). Eksekusi barang bukti yang dikembalikan dilakukan dengan
mengembalikan barang bukti kepada orang yang paling berhak
yaitu yang namanya tercantum dalam putusan hakim

2). Eksekusi barang bukti yang dipergunakan untuk perkara lain,
barang bukti tersebut tetap dikuasai oleh Penuntut Umum

g. Eksekusi putusan biaya perkara dilakukan dengan memberi Surat
Tanda Terima Pembayaran biaya perkara.
2. Hambatan dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan tindak pidana

korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah :

a. Apabila terpidana berada diluar tahanan dan tidak diketahui dimana
terpidana berada, dan

b. Apabila terpidana berada didalam tahanan khususnya terhadap
pembayaran uang pengganti yang disebabkan karena terpidana jatuh
miskin. Namun hal tersebut dapat diatasi oleh Kejaksaan dengan
melakukan berbagai upaya seperti :

1). Memasukan yang bersangkutan dalam daftar pencarian orang dan
meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan pencarian dan
penangkapan.

2). Dengan mengajukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.

B. Saran
Berdasarkan pada uraian dan pembahasan bab-bab yang telah terdahulu,

maka penulis mempunyai saran sebagai berikut :



1. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
yang telah terbukti bersalah sebaiknya tidak menjatuhkan putusan pidana
percobaan / bersyarat hal ini karena tindak pidana korupsi adalah tindak
pidana yang korbanya Negara atau seluruh rakyat Indonesia

2. Dalam hal gugatan perdata yang dilakukan oleh Jaksa terhadap
pengembalian uang pengganti yang dikarenakan terpidana jatuh miskin
atau meninggal dunia sebaiknya dibuktikan terlebih dahulu apakah ahli
waris terpidana ikut menikmati uang hasil korupsi atau tidak, karena jika
ahli waris terpidana tidak ikut menikmati uang hasil korupsi maka gugatan

perdata yang ditujukan kepadanya dirasa tidak adil.
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